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P U T U S A N

Nomor 0811/Pdt.G/2023/PA.Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BEKASI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bekasi  08  Agustus  1988,  umur  34  tahun,

agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru., tempat tinggal di XXXX,

sebagai Penggugat;

melawan

XXXX,  tempat  dan  tanggal  lahir  Bekasi  02  Agustus  1991,  umur  31  tahun,

agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan  Tidak  Bekerja,  tempat

kediaman semula bertempat tinggal di XXXX  kemudian tidak diketahui

keberadaanya  di  Wilayah  Republik  Indonesia  (Ghoib)  sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Februari 2023

telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Bekasi, dengan Nomor 0811/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 16 Februari

2023,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa,  pada  tanggal  17  Maret  2019  ,  Penggugat  dan  Tergugat

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, Sesuai dengan Kutipan

Duplikat Akta Nikah Nomor: B.80/KUA.10.21.07/PW.01/02/2023, tertanggal 09

Februari 2023;  
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  Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat

tinggal terakhir di Jalan Celepuk 2 Gang Musholla Al Ikhlas Nomo 19, RT. 004

RW. 012, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi;  

  Bahwa,  dalam  perkawinan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat  telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan belum

dikaruniai anak;  

  Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis. Akan tetapi, sejak bulan Juni tahun 2019 rumah tangga Penggugat

dan Tergugat  sering terjadi  pertengkaran terus menerus,  yang penyebabnya

antara lain : 

    Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan

rumah tangga kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir

kepada Penggugat;  

  Bahwa  Tergugat  sering  melakukan  kekerasan  seperti  memukul

Penggugat;  

  Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal

bersama dan tidak pernah kembali lagi sejak November 2019;  

    Bahwa,  puncaknya  pada  bulan  November  2019,  dimana  terjadi

pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat   keluar dari

rumah bersama tanpa izin kepada Penggugat, sejak saat itu Tergugat sudah

tidak pernah kembali ke rumah bersama dan Tergugat sudah tidak ada kabar

dan tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini;  

  Bahwa,  untuk  menguatkan  alasan  Penggugat  melampirkan  surat

keterangan  Ghaib  Nomor:  474/84-Kessos/II/2023.  yang  dikeluarkan  oleh

Kelurahan Jatimakmur , Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, tertanggal 14

Februari 2023;  

  Bahwa, ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana

yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

yang  sakinah  mawaddah  warahmah  sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari

suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;  
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  Bahwa,  dengan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  gugatan  Penggugat  telah

memenuhi  alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal  19 PP No. 9

Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;  

  Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan

menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;  

  

Bahwa  pada  hari  sidang  yang  telah  ditetapkan,  Penggugat  datang

menghadap  sendiri  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0811/Pdt.G/2023/PA.Bks

tanggal 20 Februari 2023, dan tanggal 20 Maret 2023. Tergugat telah dipanggil

secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasehati  Penggugat  untuk

bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, lalu

dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh

Penggugat;

Bahwa  untuk  memperkuat  dalil-dalilnya,  Penggugat  telah  mengajukan

bukti-bukti surat berupa :

1.Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  atas  nama  (Nur  Atiqoh  binti  H.  Semin)

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,

lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1 ;  

2.Fotokopi  Duplikat  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor

B.80/KUA.10.21.07/PW.01/02/2023, tanggal 09 Februari 2023 yang dikeluarkan

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondokgede, Kota Bekasi, bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;  

3.Fotokopi  surat  keterangan  Ghaib  Nomor:  474/84-Kessos/II/2023.  yang

dikeluarkan  oleh  Kelurahan  Jatimakmur  ,  Kecamatan  Pondokgede,  Kota

Bekasi, tertanggal 14 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai

cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai,  lalu  oleh
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Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain itu Penggugat mengajukan bukti saksi dari  keluarga dan

tetangga dekatnya sebagai berikut :

1. XXXX,  umur  44  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

tempat  tinggal  di  XXXX,  di  hadapan  sidang  saksi  tersebut  memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

 B

ahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dengan  Tergugat  karena  saksi

adalah kakak Penggugat;

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

telah menikah pada tanggal 17 Maret 2019 di XXXX; 

 Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di XXXX;

 Bahwa  saksi  mengetahui  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah

suami istri dan belum dikaruniai anak;

 Bahwa  sejak  bulan  Juni  2019  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus yang penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab

dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat dan tidak

pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat sering

melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat;

 Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan November 2019, sampai saat ini kurang lebih 3 (tiga) tahun yang

lalu;

 Bahwa  selama  berpisah  rumah,  mereka  tidak  pernah

berkomunikasi layaknya suami istri;

 Bahwa,  pihak  dari  keluarga  kedua  belah  pihak  telah  berupaya

untuk  merukunkan  kembali  dan  saksi  sudah  beberapa  kali  memberi

saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;
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putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXX,  umur  34  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  ibu  rumah  tangga,

bertempat tinggal di XXXX, di hadapan sidang saksi tersebut memberikan

keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

 B

ahwa saksi  kenal  dengan Penggugat  dan Tergugat  karena saksi  adik

Penggugat;

 Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

telah menikah pada tanggal 17 Maret 2019 di XXXX;

 Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat

tinggal terakhir di XXXX; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan

harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

 Bahwa  sejak  bulan  Juni  2019  rumah  tangga  Penggugat  dan

Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  terus

menerus yang  penyebabnya  karena  Tergugat  sering  melakukan

kekerasan  seperti  memukul  Penggugat  dan  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan Penggugat dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah

kembali lagi sejak November 2019;

 Bahwa, Saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara

Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak

bulan November 2019 hingga sekarang kurang lebih 3 (tiga) tahun yang

lalu  dan  sudah  tidak  pernah  lagi  berkomunikasi  yang  baik  layaknya

suami isteri;

 Bahwa,  pihak  dari  keluarga  kedua  belah  pihak  telah  berupaya

untuk  merukunkan  kembali  dan  saksi  sudah  beberapa  kali  memberi

saran agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana

tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya  untuk  singkatnya  uraian  putusan  ini,  maka  semua  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  pada

pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas ;

       Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

patut untuk menghadap di  persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir dan

tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang

sah,  oleh  karena  itu  Tergugat  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  karenanya

gugatan  Penggugat  tersebut  dapat  diputus  dengan  verstek,  sesuai  dengan

pasal 125 ayat (1) HIR ;

Dalam Pokok Perkara

        Menimbang, bahwa gugatan pokok adalah gugatan perceraian dengan

alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yaitu: (f)  “antara suami dan isteri

terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan

akan  hidup  rukun  lagi  dalam  rumah  tangga” ,  dan  (b)  “salah  satu  pihak

meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak

lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”. 

Analisis Pembuktian 

Menimbang,  bahwa  Penggugat  meskipun  tidak  ada  bantahan  telah

mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas

nama  Penggugat,  yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintah  Kota  Bekasi)  telah

memenuhi  syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal

165  HIR/Pasal  285  juncto  Pasal  1870  KUHPerdata,  membuktikan  bahwa

identitas Penggugat benar sebagaimana tercantum dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa bukti  P.2 (Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor:

B.80/KUA.10.21.07/PW.01/02/2023  tertanggal  09  Februari  2023 yang  di

keluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  XXXX)  telah  memenuhi

syarat  formil  dan  materiil  sebagai  akta  otentik,  oleh  karena  itu  mempunyai

kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat  sesuai  Pasal  165

HIR/Pasal 285 juncto Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0811/Pdt.G/2023/PA.Bks
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dengan Tergugat menikah sah di depan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan XXXX pada tanggal 09 Februari 2023.

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Foto kopi surat keterangan ghoib yang

dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan ...) telah memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai akta otentik,  oleh karena itu mempunyai  kekuatan pembuktian yang

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 juncto Pasal 1870

KUHPerdata,  membuktikan  bahwa  tempat  kediaman  Tergugat  semula

bertempat tinggal di XXXX,  kemudian tidak diketahui keberadaanya di Wilayah

Republik Indonesia (Ghoib).

Menimbang,  bahwa saksi  1  dan 2 dari  Penggugat  memenuhi  syarat

formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat

(1) dan Pasal 171 dan 172 HIR. sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan

Tergugat setelah  menikah sah terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat

tetapi  sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi

pertengkaran  kemudia  pisah  rumah  yang  disebabkan  Tergugat  tidak

bertanggung  jawab  dalam  memenuhi  kebutuhan  rumah  tangga  kepada

Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan

Tergugat sering melakukan kekerasan seperti memukul Penggugat, dan tidak

lagi di ketahui keberadaannya yang pasti di wilayah republik Indonesia sampai

dengan  saat  ini,  keluarga  Penggugat  sudah  menasihati  Penggugat  supaya

rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada maksudnya untuk

bercerai dengan Tergugat.

Fakta Hukum 

Menimbang,  bahwa berdasarkan  analisis  bukti-bukti  dari  kedua  belah

pihak ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah di hadapan Pegawai

Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, pada tanggal

09 Februari 2023. 

2. Bahwa Penggugat  dan Tergugat  tinggal  bersama di  Jalan Celepuk 2

Gang  Musholla  Al  Ikhlas  Nomo  19,  RT.  004  RW.  012,  Kelurahan

Jatimakmur,  Kecamatan Pondokgede,  Kota  Bekasi dan  telah  bercampur
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sebagaimana  layaknya  suami  istri  (ba’da  dukhul)  dan  belum  dikaruniai

anak;

3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering

terjadi pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah

pisah rumah;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat tersebut terjadi  kurang lebih pada bulan November 2019, yang

akibatnya  Tergugat  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  dan

tidak lagi di ketahui keberadaannya yang pasti di wilayah republik Indonesia

sampai dengan saat ini;

5. Bahwa kaluarga Penggugat dan Tergugat sudah menasihati Penggugat

supaya  rukun  lagi  dengan  Tergugat,  namun  Penggugat  tetap  pada

maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum gugatan Penggugat dan fakta

hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa  terhadap  fakta  hukum  tersebut,  Majelis  Hakim

mempertimbangkan  penerapan  hukumnya  (mengkonstitutir)  sesuai  alasan

gugatan Penggugat  yaitu  Pasal  19 huruf  (f)  Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975   jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  yang  unsur-

unsurnya yaitu:

1. “Antara  suami  dan  isteri“ :  fakta  hukum pada  angka  1  menunjukkan

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  isteri  sah   dan  belum  pernah

bercerai ;-

2.  “Terus menerus terjadi  perselisihan dan pertengkaran” :  fakta hukum

pada angka 3 dan 4 tersebut telah menunjukkan antara Penggugat dengan

Tergugat  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

puncaknya pada  bulan November 2019,  antara Penggugat dan Tergugat

telah pisah rumah.

3.  “Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur

ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh  fakta hukum pada
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angka 5 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya

tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat ;-

Menimbang,  bahwa ternyata dari  fakta hukum di atas telah terpenuhi

pula maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo Pasal

134  KHI  yaitu  telah  jelas  sebab  akar  permasalahan  pertengkaran  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  dari  saksi-saksi  orang  dekat  dan  mereka

menyatakan  sudah  berusaha  mendamaikan  Penggugat  dan  Tergugat  akan

tetapi tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa di  samping itu ternyata dari  fakta hukum di  atas

gugatan  Penggugat  juga  memenuhi  alasan  perceraian  Pasal  19  huruf  b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi

Hukum Islam yaitu: “salah satu pihak mninggalkan pihak lain selama 2 (dua)

tahun  berturut-turut  tanpa  izin  pihak  lain  dan  tanpa  alasan  yang  sah  atau

karena hal lain diluar kemampuannya” dan telah terpenuhi pula maksud pasal

21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo Pasal 133 KHI yaitu: 

1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut  dalam pasal  116 huruf  b,

dapat  diajukan  setelah  lampau  2  (dua)  tahun  terhitung  sejak  Tergugat

meninggalkan gugatan meninggalkan rumah.

2) Gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan

sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman besama.

Menimbang,  bahwa dalam suatu rumah tangga jika  suami istri  telah

terjadi  pertengkaran  dan  perselisihan  yang  telah  berlangsung  lama  dengan

sebab  kesulitan  keuangan  yang  tidak  ada  selesainya  dan  keduanya  telah

diusahakan  perdamaian akan tetapi  tidak berhasil,  maka keadaan tersebut

menurut Majelis Hakim  merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau

broken marriage dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak

akan bisa mencapai  tujuan  perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang

No. 1 / 1974 jo Al-qur'an surat Ar-Rum ayat  21, yaitu terbentuknya keluarga

sakinah, mawaddah warahmah ;

Menimbang, bahwa di samping itu keadaan  sebagaimana fakta hukum

tersebut diatas bila tidak segera diselesaikan, maka berpotensi menimbulkan

pelanggaran  Undang-Undang  Republik  Indonesia  Nomor  23  Tahun  2004
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Tentang  Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 5 dan 9 ayat

(1) yaitu :

Pasal 5 :  “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga

terhadap orang dalam Iingkup rumah tangganya,  dengan cara:  1.kekerasan

fisik;  2.kekerasan psikis;  3.  kekerasan seksual;  atau  4.  penelantaran rumah

tangga”.

Pasal 9 : (1). “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam Iingkup rumah

tangganya,  padahal  menurut  hukum  yang  berlaku  baginya  atau  karena

persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau

pemeliharaan kepada orang tersebut”.-

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma

hukum Islam yang diambil  sebagai  pendapat Majelis,  yaitu ketentuan dalam

Fiqhussunnah juz II yang berbunyi: -

وكان           الزوج اعتراف أو الزوجة ببينة القاضي لدى دعوها ثبت فإذا

يطاقمعه    مما  اليذاء

طلقة            طلقها بينهما الصلح عن القاضي وعجز أمثالهما بين العشرة دوام

.بائنة

Artinya : “Dan jika dakwaan isteri  telah terbukti  di  hadapan hakim (  tentang

kamadlorotan dari suami) dengan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri

atau  pengakuan  suami,  dan  dakwaan  isteri  menunjukkan

ketidakmampuan  kedua  belah  pihak  untuk  melanjutkan  hidup

bersama  sebagai  suami  istrisedang  hakim  tidak  berhasil

mendamaikan keduanya, maka hakim menjatuhkan talak bain”;. 

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di  atas, Majelis

Hakim  berpendapat  bahwa  gugatan  Penggugat  telah  memenuhi  ketentuan

Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f

Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975,  jo.  Pasal  116  huruf  f  dan  h

Kompilasi Hukum Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Gugatan

Penggugat  dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal  19

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975  jo. Pasal 116 huruf (f)

dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39
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Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,  oleh  karena  itu

gugatan Penggugat  dapat dikabulkan dengan jatuh talah satu bain sughra dari

Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo masuk  dalam  bidang

perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah  diubah dengan Undang-

Undang Nomor  3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor  50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

MENGADILI:

Menyatakan Tergugat  yang  telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir;  

  Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;  

  Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Ari Apriyansyah bin Mamur)

terhadap Penggugat (Nur Atiqoh binti H. Semin);  

  Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah) ;  

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis tanggal  22  Juni  2023 Masehi

bertepatan  dengan  tanggal  3  Zulhijjah  1444 Hijriah  oleh  kami  Dra.  Hj.  Siti

Sabihah, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis,  Drs. H. Syarif Hidayat, S.H. dan

Drs.  H.  Gusmen  Yefri, masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Ketua Majelis  tersebut  dengan didampingi  oleh  Hakim Anggota  dan dibantu

oleh H. Mohamad Rusli, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syarif Hidayat, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H..
Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Gusmen Yefri.
Panitera Pengganti,

ttd

H. Mohamad Rusli, S.H..

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp 50.000,00

3. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00

4. Biaya Panggilan : Rp 540.000,00

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00

 JUMLAH : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya 
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